KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin proses preduk halal

st€bagaimana
lu menetapkan

Penyelenggara

Mengingat : L. é omor 18 Tahun 2012 tentang
ran Negara Republik Indonesia

Nomor 227, Tambahan Lembaran

Vdng-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
aminan Produk Halal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5604);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Pemerintah N omor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Ta

tentang Penyelenggaraan Jaminan
(Berita Negara Republik Indonesits
Nomor 1191);

2019 tentang Layansa
9. Keputusan Menteri

2020 tentang

19 tentang Bahan Penolong

Pangan (Berita Negara

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA

NAN PRODUK HALAL TENTANG KRITERIA
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL;
Menetapkan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan salah satu
persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal;
Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha



KEEMPAT

KELIMA

wajib menerapkan Kriteria Sistem Jaminan Produk
Halal;

Dokumen Sistem Jaminan Halal yang sudah ada
sebelum Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan,

dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan

dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan ini dalam




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan
suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum

syara’ seputar produk yang halal.

Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dala \ satu

perintah-Nya yakni dengan mengonsumsi produk hal RoYWKDb.

Sebagaimana dalam Al Qur’an Surah Al Bagarah [2]:168;

o 8 300" Gl e 155 95 G S i
“Wahai Manusia! makanlah dari (makanan) ya yan baik yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengi gkah setan. Sungguh,

setan itu musuh yang nyata bagimu.”

or 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jam alal bahwa untuk menjaga

kesinambungan pros¢s preduk pelaku usaha wajib menerapkan

sistem jaminan produ l%?
Pelaku usaha Avgjit erapKan Seluruh Kkriteria sistem jaminan produk

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi
yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi Bahan dan
kontaminasi terhadap Bahan pada proses produksi, produk, sumber daya
dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan
proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.



Penerapan sistem jaminan produk halal di perusahaan merupakan
persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan
kesinambungan proses produk halal.

Kriteria sistem jaminan produk halal ini diterapkan dalam kegiatan
sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga
kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

Pelaku usaha wajib menerapkan kriteria sistem jaminan produk halal ini
bersama dengan persyaratan acuan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam
skema sertifikasi penilaian kesesuaian sistem jaminan produk halal.

Untuk memudahkan memahami kriteria sistem jaminan produk halal ini,
maka ditetapkan struktur sistem jaminan produk halal.

. Ruang Lingkup
Sistem jaminan produk halal ini berisi kriterja

Bahan, proses, termasuk jasa

penyembelihan, penyimpanan,

halal, produ

melipu rang Ylas/atau jasa. Kategori barang meliputi makanan,

minuman, obat,/kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk
rekayasa genetik, dan barang yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan. Kategori jasa meliputi penyembelihan, pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

4. Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban
sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan baik untuk pelaku

usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.



C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat
Kriteria SJPH adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau
penetapan jaminan produk halal, meliputi lima aspek yaitu komitmen
dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan
dan evaluasi.

. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian

hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan
Sertifikat Halal.

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH
adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan
dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber
daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses
produk halal.

Bahan, pengolahan, penyi pengemasan, pendistribusian,
penjualan, dan penyajia

Bahan adalah unsur ya

pangan untuk” miemenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak
meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin
dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak
menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi
teknologi.

Khamr (minuman beralkohol) adalah setiap minuman yang memabukkan,

baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.



. Asas Sistem Jaminan Produk Halal

11. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya
seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah
keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).

12. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia.

13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

14. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah
musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim,

15. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

16. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

17. Kemasan produk adalah Bahan yang digunakan untuk mewadahi
dan/atau membungkus produk, baik yang bersentuhan langsung
dengan produk maupun tidak.

Asas yang digunakan dalam Sistem Jaminan Produk b

Halal yaitu:

1. Pelindungan

melindungi masyarakat muslim
produk tidak halal.
2. Keadilan

3. Kepastian H
Asas kepastia

4. Akuntabilitas dan Transparansi
Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang



kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Efektivitas dan Efisiensi

Profesionalitas
Asas profesionalitas adalah bahwa

dengan mengutamakan keahlian yz
etik.

Nilai tambah dan d x_adalak_‘bahwa penyelenggaraan JPH
dilakukan untuk membexrikan n tambah bagi produk Indonesia



BAB II
KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Kriteria SJPH dibangun atas lima kerangka prinsip dasar (arkan al-halal)
meliputi komitmen dan tanggung jawab, Bahan, PPH, produk,

pemantauan dan evaluasi.

Kelima kerangka prinsip dasar dimaksud, dijelaskan dalam gambar berikut:

o B

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup
3. Istilah dan Definisi

i 0
/ % 5. Kriteria
4. Asas SJPH ;__{_7 : 2
Hoifind / c. Proses Produk
a. Perlindungan >
b. Keadilan / e L Halal
¢, Kepastian ’
hukum i
d. Akuntabilitas ( . .
s a. Komitmen dan
transparansi b. Bahan Tanggung
c.  Elektivitas dan Jawab
. clisiensi Y \ \_ R
. Profesionalitas fHAte] [ TTIE T A bl
g. Nilai tambah | i AT s 4 ; j A
dan dava saing
e. Pemantauan dan
\ Evaluasi
TR

A. Komitmen dan Tanggun

%\/
Kelima Kerangka dasar tersebu {tu sebagaierikut:

Komitmen dan tan
puncak perusah@an untuk\se{alu fokus mengembangkan dan menerapkan
Kriteria SJPH d& Wurgjiawab meminimalkan serta menghilangkan
segala sesuatu yang tids alal, dan menyesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan dan/atau fatwa MUL.

Manajemen puncak perusahaan memberikan komitmen dan tanggung jawab
dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila

ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.
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Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku

Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk menggunakan Bahan

halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai

dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan

dan konsisten. Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup:

a. menetapkan kebijakan halal;

b. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten;

c. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan
diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi; dan

d. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada
seluruh pihak terkait (stakeholden.

Manajemen Puncak bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya sumber daya yang mems
penyusunan, penerapan dan perbaikan berkeld

b. menetapkan dan meregistrasi Penyelia Halal;

an pembinaan melalui pelatihan dan/atau

a. Pelatihan \Pefiyelia Halal yang dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan
tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan
oleh BPJPH;

b. Pelatihan personel disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH;
dan

c¢. Perusahaan harus memiliki dan menerapkan prosedur pelatihan dan

memelihara bukti pelaksanaannya.
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B. Bahan
Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau
menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup: (a)
Bahan baku (raw material); (b) Bahan tambahan (additive); (c)] Bahan
penolong (processing aid); (d) kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang
kontak langsung dengan Bahan atau produk; (e) Bahan penolong

pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk

rekayasa genetik.
Adapun kriteria Bahan yang digunakan dals
1. Bahan yang digunakan dalam
Bahan yang termasuk dal
yang diterbitkan oleh BPJPH;

2. Bahan tidak boleh be dari:

a. babi dan tur

b. darah;

c. bang

d. b manusia;

e, XK Lberalkohol);

f. hasil sam khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan

g. Bahan tidak lazim digunakan di industri, seperti Bahan dari
hewan bertaring dan berkuku tajam (anjing, tikus, buaya, dan
lainnya).

3. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga
digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau
turunannya sebagai salah satu Bahannya;

4, Bahan tidak bercampur dengan Bahan haram atau najis yang dapat
berasal dari Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan,
dan/atau Bahan penolong dari fasilitas produksi; dan

5. Bahan hewani dan produk turunannya harus berasal dari hewan
halal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semua hewan laut adalah halal dan tidak perlu disembelih.

b. bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang.






